Anwar Arifin

Pendahulnan

atkala Forum Relror di
bentuk di kampus ITB

8. Bandung, dikeluarkan se-
buah “deklarasi” (kesepakaran
pertemuan Rektor se Indonesia)
tanggal 7 November 1998, yang
antara lain berbunyi: ‘perfiunya re-
Jormasi budaya yang diawali oleh
reformasi pendidiban secara bom-
prehensif dan berkesinambungan

untuk melancarfan reformasi yang menye-
luruh” Salah saru kesepakaran atau dek-

“larasi para rektor yang rerdiri atas lima

butir itu dan ditandatangani oleh
Prof. Dr.IrLilik Hendrajaya (Rektor ITB
Bandung), Prof.Dr.Thoby Mutis (Rek-
tor Univ. Trisakei Jakarea), dan Prof.Dr.
Anwar Arifin (Rektor UVRI Makassar),
akhirnya masuk juga ke ruang siding
Komisi VI DPR-R] (bidang Agama, Pen-




. :d1d1kan, Kebudayaan dan Pamv;sa—

.'-'._;'a enode 1999-2004. Artmya ser
- mangat untuk melakukan r_eforma&
- pendxdikan__ sebagal awal ‘melakukan

_ snal, sejakawal rahun

- 2000_ yang } kemudian’ undang—undang

“ini betul-betul terbentuk pada tang—
gal 16 ]uh 200! s

Forum Rektor sangat menyadan bah-
wa pendldikan sangat potensial dan
strategis untuk berperan akiif dalam
stategl kebudayaan dan reformasi
kebudayaan untuk mewujudkan ke-
hidupar yang cerdas menuju masya»
rakat bart Indonesia. Sebuah masya-
rakar ‘baru Indonesia ‘itu hanya da-
pat terwu)ud jika lahir manusia baru
atan sumber daya manusia (SDM)
baru Tndonesia, ‘yaitu manusia yang
terdidik, menguasai; mengembangkan
dan menerapkan ilmu dan reknologi
dalam'kehidupan sehari-hari; Manu-
sia baru arau SDM baru Indonesia
hanya dapat terwujud melalui pen-
didikan yang ‘bermutu; anraralain
memiliki budaya membaca, menulis
dan bc’fhitung-(bﬁkﬁn budaya dengar
dan budaya omong doang), budaya
mencipra dan mengolah sumber daya

aam’ Indonesia, budaya promosi
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'kebudayaan, dlSlkﬂpl de~.__;_____

undang' 'tentancr sistem pen-

'-dengan menggunakan teknologi: in- _
- formasi” yang canggih hlciup hemat_ R
-';dan produktif ; S

Salah.satu dlmenm penung dalam o '
'perwujudan 1ah1mya ‘manusia: bara
‘Tndonesia: ity ialah. d1rnen31 kunku— o
“lum. pendldikan ‘nasional yang disu- |

sun’ berdasarkan’ amanah Undang-.

‘Undang No.20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional: (Sis-
diknas). Selama ini Pemerintah meng-
gunakan’ Lurikulum yang dinamakan
KBK (Kurikulum Berbasis Kompe-
tensi). Kini Pemerintah ‘mengganti
KBK itu denoan KTSP (Kunkulum
ngkat Satuan Pendidikan) tanpa
alasan yang masuk: akal, sehingga
DPR-RI belum"dapat menyerujui

baik konsep maupun angcarannya

Pendidikan Bermutu, 12
Kualitas, Kurikulum dan
Sertiﬁkat Kempetenm

UndanG-Undancr No. 20 Tahun 2063
Tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang dikenal dengan akronim UU
Sisdiknas adalah 1mplementa51 dan
sekaligus penjabaran dari pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Repu-
blik Indonesia (JUD 1945). Dalam
UU Sisdiknas itu ditegaskan @ “Pern-




| '_'._'.:_3_52:5{71%5;'?: adalah zmzézz wdw dafz e
- rencana untik mewzgzzd:%zm suasana
-éelzz]czr dan pmses pfmévelajzzrm agar.

peseria: a’za’z,é secara aksif mengembang-

o ; gz/e,»’a!a/% ulzﬂ,.ﬂﬁut.?_‘.zi‘a éez"fmmpzlgn vang

a”zpedahzndzmxy& masyarﬂ,%zzz bangsa

da: ?zegam (Pasal 1 bum-' 1._-;UU
Sisdﬂmas) TR

pcngembangaﬁ potenss _pesema didik
juga: dirumuskan dalam fungsi: dan
tujlian. pendidikan: nasmnaﬁ yairu :
“Pendidikan nasional,....... L/BEN,
bettujuan wuntup. 5frz%fméemgfz_yzz pa-
tensi peserta didily agar menjadi. mia-
nusia: yang z'ifrzmczw dan bertagwa
kepada-Tihay Yang Mabe Esa, ber.
akhlak mulia, sehas, berilu, cakap,
f%‘rmtgf mandiri, dan menjads warga
negara yang demokraris serti bertang-
guzg jawab” (pasal 3 UU Sisdiknag),
Dalam tyjuan pendidikan nasional ini
berkembangnya potensi peserta didik
diperiuas dengan - masuknya frase :
“sehat, berilmu, cakap, kreaﬂf man-
dird, demokratis. dan benanggzmg
Jawab. Scdangkan frase : “beriman
dan:beriakwa kepada Tuban Yang
Maba Esa” dapat disebur ~sebagai
Spiritual ken-
Hal ini dapat dipahami

pen;abaran dari frase :
gamaan”,

B 1{%?2 potem‘z dzrmyg zmrz;% memz/m’ez xée-___
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- karena. pendidixan nasmnal adaiah
. pendidrkan seperti rumusan pasai___ql

butir. 1 Uy Sisdiknas, yang -
sarkan Pancasxla Lengkap—

_nya : Pfﬁdza’zéan mszamz[ adalah .
L keagam : pendzdz%mz yang é’fm’zzszzfézm Pﬂnczz—
_' "_dz.cz?:z ,éecerdamn, :

sila dan. Urza’ngUnda&g Dasa _
gara. qu)z;élz!e dndonesin: Tuhun 1945
yang berakar. - pada nilzi-pilai o 74,
éfbudzzym:m nasional Indonesia dan
mnggap terhadap tuntutan. peméaéz—
an” (Pasal 1 butir 2 UU Slschknas)

Dcngaﬂ :ﬂ.musan dan kazenmam iy,
maka telah terjadi reformasi dap | pa-
radigma. baru pendidikan dengan
menempatkan peserta didik sebagai

subjek pendidikan, yattu peserta:di-

dik. secara ‘akrif . mengemmngkan
potensi. dirinya. Hal ini kemudian
menjadi. hak peserta didik untuk
mendapatkan. pelayanan pendxéxka&
sesuai dengan bakat, minat dan. ke-
mampuanaya (pasal 12 ayar 1 huruf
b U Sisdiknas). Dengan demikian
jelas bahwa para pendidik haru fo-
kus dalam upaya menciptakan suasa-
na-belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik itu secara akeif
mengembangkan potensi dirinya.
Justru itu pendidikan nasional ha-
rus berpihak pada peserta didik de-
ngan menjadikan peserra didik seba-
gai subjek pendidikan dan bukan
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_--sebaval ob)ek pendldlkan Hasﬂ a-

" .-khii’ dari semuanya e bukan ila—

; _-_;nya 1)31311 tetap1 }uca adaiah sertlfi-_
» _.__kat kompetenSI yang dikeluarkan oleh
o _:"_satuan‘ pend1d1kan_;‘yang terakredztaﬁ |

18 1)L -.kompetenﬂ

"'-Ijazah-i _d;gunakan untuk me_an}utkan.

"-'{pendidlkan, edancr sertlﬁkat kom—
petensi dlgunakan uintuk bekerja atau
-_memperoleh pekerjaan. Sertifikat
kompetensi ini: dibangun: melalui
KBK (Kurikulum Berbasis Kompe-
tensi), berdasarkan pasal 36, 37 dan
pasal 38 UU ‘Sisdiknas. Kurikulum
disusun,is_csuai dengan jenjang pen-
didikan dalam kerangla Negara Ke-
satuan Republik Indonesia, dengan
‘memperhaiikan (Pasal 36 ayar3 UU
Sisdiknas) : (1) peningkaran iman dan
takwa; (2) peningkatan akhlak mu-
lia; (3) peningkatan potensi, kecer-
dasan, dan minar peserta didik; (4)
keragaman potensi-daerah dan ling-
kungan; (5) tuntutan pembangunan
daerah dan nasional;.(6) tuntutan
dunia kerja; (7} pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni; (8)
agama; (9) dinamika perkembangan
global; dan (10) persatuan nasional
dan nilai-nilai kebangsaan. Kerangka
dasar kurikulum pendidikan dasar dan
menengah ditetapkan oleh pemerin-
¢ah, yang kemudian dikembangkan

263

sesuai reievansmya oieh setiap kelom- |
ok atau-satuan. pendld;kan dan ko- -
mite sekolah/ma&msah Kurikulum
-pendldxkan dikembangkan. oleh per-
‘guruan tinggi- dengan mengacu. pada -
:___standar nasmnal pendldikan umukf e
setiap: program seudi. Semuanya itu o
“harus diatur dengan. peraturan. peme—'

rmtah (Pasai 38 UU: Slsdlknas)

Pengembangan kunkulum itw dﬂaku—
kan dengan mengacu pada: standar
nasional pendidikan; dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pen-
didikan, potensi ‘daerah, dan peserta
didik (pasal 36 UU Sisdiknas), Da-
lam hal ini harus dipahami bahwa
pengembangan kurikulum ita ridak
sama dengan penyusunan kurikulum,
seperti gagasan tentang KTSP (Kuri-
kulum Tingkat Satuan Péndidikan).
Bahkan justru yang lebih relevan ada-
lah KBK (Kurikulum Berbasis Kom-
petensi) yang disempurnakan, karena
pada akhirnya berwujud pada pembe-
rian sertifikat kompetensi bagi lulus-
an satuan pendidikan yang menunjuk-
kan kompetensinya, sesuai dengan UU
Sisdiknas. Justru itu mengganti KBK
dengan KTSP adalah bertentangan
dengan jiwa UU Sisdiknas yang da-
pat menjadi jalan seszz dan menyesai-
kan bagi pendidikan nasional dengan
pemborosan biaya yang besar. B




- :Agléffﬁ?éi?didikén nasional tetap be;-

~ ada pada jalir yang benar maka ku-

- rikulum pendidikan harus sesuai de-
~ngan amanah UU- Sisdiknas, dalam

- muka, maka jelas bahwa pendidikan

*  betmauta cidek Jis daf podsposuta
didik secara-akéif mengembangkan
poténs_i dirinya untuk fﬁemili_ki (D)
-kekﬁa;faﬁ “spiritual- keagamaan; de-
ngan beriman dan bertakwa kepada
“Tuhan YME (2) pengendalian diri;
(3). kepribadian; (4) kecerdasan; (5)
aldilak mulia; (6) keterampilan, (7)
schat, (8) berilmu, (9) krearif, (10)
mandiriy (11). demokeatis dan (12)
bertangeung jawab, untuk keperlu-
an:i dirinya, masyarakat, “bangsa,
dan ‘negara, Dengan ‘demikian di-
perlukan kebijakan nasiopal pendi-
dikar untuk menjamin terpenuhi-
nya 12 (dua belas kualitas) kunalitas
dalam pengembangan potensi peser-
ta didik, guna menolong diri masing-
masing peserta didik, dan selanjuc-
nya untuk menolong ‘masyarakat,
bangsa dan negara. '

Dalam kebijakan nasional pendidik-
an itu, aspek hidup sehat harus masule
sebagai fakror penting, terurama me-
ngenai pemenuhan gizi peserta didik,
Untuk mencapai 12 kuafites manu-

 -rangka mencapai ‘pendidikan yang
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'sia3:1n&qn¢siér.Yazﬁg diperlukan untuk

bersaing dalam tatanan globa}.,akan
ditentukan olch pendidikan yang bk

‘dan - layanan kesehatan prima mela-
lui ‘makanan yang bergizi.-Ha i

sangat strategis karena saat'ini ha-
nya sekitar 10 % penduduk Indone-
sia yang ‘mengkonsumsi susu. Pro-

duksi susuper kapira per tahundi
Indonesia hanya 6,50 liter; lebih ren-
dah'dari Kamboja yang 12, 97 liter

dan Benggalades yang 31,55 liter,
serta jauh di bawah India yang su-
dah mencapai 60 [icer per kapira per
tahun. Memang sudah 90 % pendu-
duk India iru' telah mengkonsumsi
susu. Demikian juga konsumsi ‘da-
ging per kapita per tzhun baru 7 kg,
sementara Filipina sudah mencapai 18
kg dan Malaysia sudah 48 kg per
kapita per tahun, Konsumsi telur
ayam per kapita per tahun rakyat
Indonesia adalah 51 butir dan Ma-
laysia sudah 279 buir. Begitu juga
dengan konsumsi ikan penduduk
Indonesia sangar rendah (26 kg per
kapira per tahun), di bawah Malay-
sia (45 kg), dan Jepang (70 ke).

Kalau program pemenuhan gizi un-
tuk meningkatkan muru pendidikan
nasional, tidak masuk dalam frebijal-
an nasional pendidikan, maka su-
dah dapat dipastikan bahwa dalam




.'}URNAL cszc; Voi WIMARETAPRIL zeos No 22 EE P T S

| 'satﬁ géne.rg;s:' sajal Indcks Pembangun

donesm, akan kalah : __:

= __1ay$£a, Fﬂipma, dan Smgapura, serta ¥

Dalam UU Slsdlknas disebutkan bah-'

wa pengclolaan sistem: pend1d1kan_

nasmnal merupakan tangcung Jawab'

menteri (pasal 50 ayat: 1), yaim men-
reri yang’ bertanggung jawab' dalam
bidang pendidikan ‘nasionali Mente-
ri Pendidikan Nasional mewakili pe-
merintah unguk menentukan kebijak-
an nasional dan standar nasional
pendidikan untuk’ menjamin’ muta
pendidikan (pasal 50 ayat 2-UU
Sisdiknas). Kebijakan nasional ‘yang
dimaksud itu tentu harus merupa-
kan implementasi'dari pasal:31 UUD
1945 dan penjabaran dari UU Sis-
diknas. Menteri dalam membuat
kebijakan nasional dan 'standar ‘na-
sional pendidikan itu tidak boleh
terlalu kreatif, karena dapat berten-
tangan dengan semangat dan subs-
cansi UUD dan undang-undang, Hal
inilah yang akan menjadi medan
pengawasan dari Dewan Perwakilan

Rakyar (DPR}. Fraksi Partai Golkar

: mengganskan bahwa pengaW&F}aﬂf_-.#_ .
DPR iru ‘harus. dilakukan secara kri-
ﬂs, objektxf dan pmporsmnal .': 2

.Krms dimaksudkan sebagal upaya S

...analasns yang tajam yairu: memmah-;_-”‘;'_f'_
© kan yang benar dan yang salah. Ka=

rena itu kritis tidakchanya menyam—:'

paikan yang salah tetapi juga harus

mcn}rampmkan yang benar berdasar-
kan: kemampuaa penalaran {rasionas

lizas) yang tinggi. Pengungkapan k=

tik dalam medan  politik harus di-

dukung oleh kompezenm, kecerdas-

an, niat baik, keberanian dan kete-
rampzlan yang prima serta informasi
yang ‘akurar. Kritik yang baik ada-
lah kritik yang ob}ekuf dan propor~

sxonal

Objektif- adalah kemampuan ‘subjek
mermahami-objek (substansi dan ma-
salah) secara komprehensif dan men-
dalam’ (filosofi, paradlgma, metode
dan-realitas). Pemahaman itu ‘harus
dilakukan bukan saja secara radikal
(sampal’ akarnya) ‘dan realistis; tetapl
juga harus’ secara konkirit. Mesl\npun
objektif itu dapat merupakan kum-
pulan dari subjektivitas, namun de-
ngan niat baik dan kompetensi, se-

w :_e_naran berdasarkan U= S
. jukap yang baku (UUD dan UU),
. yang dimulai __dengan kemampuanf-ﬁ_"__-__" |




o Seorangdapa‘i mengunglkapkan kebe-:
 naran berdasarkan fakea,

'I’r_ﬁ?dxsjoﬁél dimé'ksudkén _s_ebagai

kritik yang objektif berdasarkan si-

- tuasi dan kondisi yang tepat, dengan
- tingkar toleransi yang wajar. Hal ini
‘sesuai dengan paradigma umim da-

lam ilmu sosial dan ilmu politik, yang
kondisi-dan toleransi”.
Berdasarkan prinsip itulah maka kami
harus menyatakan bahwa- ternyata
kebijakan’ nasional pendidikan it
tidak pernah dibuat sesuaj dengan
perintah. UU Sisdiknas, meskipun
Komisi X DPR-RI sudah berkali-kali
memperingatkan dalam Rapat Kerja
dengan Mendiknas. yéng- mewakili
Pemerintah. Kebijakan nasional pen-
didikan itu harus diterapkan dengan
peraturan pemerintah, agar mengikat
seluruh. rakyat Indonesia, terutama
para penyelenggara dan pengelola sa-
tuan pendidikan. Depdiknas bersama
Depag memang membuat Rencana
Strategis (Resntra) pendidikan, namun
hingga kini tidak jelas dasar hukum-
nya. Soalnya Depdiknas juga membu-
at Restra Pendidikan Nasicnal 2005-
2009, yang hanya diatur dalam pera-
turan menteri, schingga ridak meng-
ikat departemen dan lembaga negara

diterapkan secara  prakris s Sttuasi,
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lainnya. Peraturan Menteri. itwhanya
‘mengikat internal sebuah departemen.

yang dipimpin oleh menteri yang me-

ngeluarkan Permen tersebut.

Standar Nasional Pendidikan yang

disingkar SNP .mémagg telah diatur
dengan Peraturan Pemerintah No.'-1;9_

Tahun 2005. Inilah “satu-~satu nya

Peraturan Pemerintah yang lahir se-

bagai penjabaran U Sisdiknas,_é:ygnfg

sesungguhnya memerlukan 38 PP
(Peraruran Pemerinrah). Komisi. X
DPR telah berkali-kali - mendesak
Mendiknas agar PP SNP ‘inj direvi-
si, karena banyak hal dj dalamnya
yang tidak sejalan dengan UU Sis-
diknas. Bahkan ada sejumlah subs-
tansi yang merupakan ‘wuab haram’,
yang harus dihapus. PP SNP ini.te-
lah mempersulit juga tim yang me-
rumuskan penjabaran Standar Nasio-
nal Pendidikan, PP SNP ini dibuat
secara terlalu kreatif oleh pemerin-
tah, sehingga banyak substansi yang
dinilai oleh DPR-R] mempersulit
sendiri pemerintah. Hal ini akan
dijelaskan pada bagian lain rulisan ini.

Restra Pendidikan Nasional

Telah dijelaskan di muka bahwa De-

partemen Pendidikan Nasional dan
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3'-Departemen Agama telah meluncur—

“kan Rencana Strategis (Renstm) Pen-

= .'.'_didikén'-----Nas;onai 2005- 2009 (’faﬁ

050806)___.'@_"Scbclum‘1ya Departemen

: '.____':Pend;.dlkan ‘Nasional " juga . sudah

o 3__'-_'-f_membuat Restra Departemen“Pendi— .

tetapkan dendan PemLuran menteri,

- Séhmgga tidak mengzkat semua; de- 8 - :
Dalam Resfra Dcpdlknas di;eiaskan'_ N

partemen . dan lembaga ncgara yang
ada. Sehmvga dari segi regulasi pen-
didikan hal ini merupakan: masalah
besar dan.hambatan besar. dalam
pengaiokasmn dana -oleh -Bappenas,
Departemen Keuangan R1, Pemerin-
tah Daerah Kabupaten/Kota dan

Pemermtah Provinsi.

Dari segi substansi secara kritis da-
pat kami katakan bahwa meskipun
Restra - Pendidikan Nasional. 2005-
2009 dengan Restra Departemen
Pendidikan Nasional 2005-2009 it
relatif sama, namun ada juga perbe-
daan yang substangial. Dalam Restra
Depdiknas terdapat tambahan subs-
tansi dalam visi pendidikan-nasional,
sebuah kalimat yang dicetak tebal
bahwa sejalan dengan visi Pendidik-
an . Nasional, Depdiknas berhasrat
umuk pada rahun 2025 menghasil-
lean insan Indonesia Cerdas dan
Kornpetitif, Demikian juga pada Misi
Pendidikan Nasional, terdapat juga

tambahan substanst bahwa seiaras e

-Depdlknas dalam tahun .’ZOOS 2009 :. |

menetapkan Misi. sebagau berikut

'_“Mewudekan : Pendldlkan yang
Mampu: MembanULn Insan Indone-
- sia Cezdas K@m@whemﬁ{ dan Ko:m~; i
.petlﬁf e R HERRA

bahwa cerdas’ itu ‘berarti ¢ cerdas
spiritual (mencakup iman, takowa dan
akhlalemulia), cerdas. emostonal dan
soial, cerdas intelekiual dan cerdas
kinesteris. Demikian juga dijelaskan
bahwa kompetitif itu berati antara
lain, berkepribadian unggul, mandi-
ri, pantang menyerah, inovatf, pro-
dukrif, sadar muty, berorientasi glo-
bal dan pembelajar sepanjang hayat.

Secara ‘sepintas, substansi penjabar-
an visi-dan misi Depdiknas itu ti-

dak ada masalah, meskipun masih
karus dibarengi dengan pertanyaan
kritis, bahwa mengapa Restra

Depdiknas itu harus menambahkan

hal‘tersebut -sehingga-berbeda dengan

Restra Pendidikan Masional. Mamun

frase: “Tnsan Indonesia Cerdas Kom-
pm’aemzf dan Komperitif” yang men-
jadi misi Depdiknas i, tetap di-

persoalkan dan dikritik keras oleh
Komisi X DPR terutama dari FPG,




E sebagai _ndak se)aian dcngan pasai 1
o buu: UL ___Sischknas yang telah: dlku— _

np di muka yang. membedakan an-
o tara kecerdasan dencan akhlak mu-
FER T iia"Demlhan Juga misi Depdlknas_____.
. itw; bertentang-- _3:
| -."'an_ dengan tu;t.an Pencizdikan Nasxo-_ﬁ;_ des inudah me
:nusm Indonesxa yang sudah terdldlk
Tt hatus: potensinya sudah berkem-

FaRe nal yang membunylkan kata. Iman'_'._

dan takiva, kepada Tuhan Vang
: '_Maha Esa, serta  akhlak ‘mulia.
“Dalam pasal 30U Sisdiknas tertu-
dis: “Pendidikan mzs:.wml berfungsi
me:«zgemmzﬁgécm kemampuan - dan
membentuke watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam nang-
ka mencerdashan kehidupan. bangsa,
| bertujuan untuk berkembangnyu po-
tenst peserta didik apar wmenjad; ma-
nusic yang beriman, bertakiva kepa-
dd.'?ﬁ%bd?z ng Maha Esa; berakh-
late suulia, sehas, berilmu, cakap, kreq-
1, mandiri- dan menjadi warga ne-
gara yang dem okratis s serta bertang, ggring
Jawab”. ' '

Dalam pasal 31 ayar (3) yang men-
jadi rujukan UU Sisdiknas rereulis
dengan jelas tugas dan kewajiban
Pemerintah yang harus dijalankan
secara konsisten : “Pemerintal meng-
usahakan dan menyelenggaraban san
sistern pendidikan yang meningkathan
keimanan, ketakwaon serta abblab

maulia dalam ranghka mencerdaskan
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kekzdzzpmz éangm yamg dzﬂmr ﬁ’e?flgdﬁ: "

_undaizg-—unddng Perintah kons

bang, hirs” beriman,: bertakwa le-

‘pada Tithan' Yang Maha Esa dan bei-
“akhlak mulia; sehat, berilmu, cakap,

krearif, mandiri dan ‘menjadi warga
negara yang demokratis serta bertang-
gung jawab. Semuanya tidak dapat
digantikan dengan kata cerdas apa-
lagi dengan kata komprehensi- dan
kompetitif. Iralah sebabnya Komisi
X DPR selalu menyebur ‘bahwa
Depdzknas itu terlaln keearif sehing-
ga “lari jauh” dari UUD 1945 dan
UU Sisdiknas yang justru’ harus
menjadi rujukan’ kebijakan nasional
pendidikan untuk menjamin murn
pendzchkan nasmnal R

Dalam 'pembahasan RUU Sisdiknas
(2003) kata kompertitif irn tidak
pernah dapat disepakati masuk da-
lam UU Sisdiknas, karena dipandang
dapat merusak nilai keagamaan ‘dan
nilai kultural bangsa Indonesia (pa-
sal 4 ayar 1 UU Sisdiknas) yang di-
anjurkan bersyukur, fawedby dan




kan frase

L -_____.Peserta j'd1d1k sebagal upaya me

ng ntuk 'me_n]

- '_3_'patkan peserta didik: sebagai subjek

' ”_:.f:pendld;kan Demiklan Jjuga. kara

- cerdas tidak dlgunakan, dan pihhan-

‘nya. ;atuh pada’ kecerdasan (pasal 1
':butir 1 UG S1sd1knas) dan mencer-
| -daskan kehxdupan bangsa (pasal 3).
Kara kecerdasan pun’ ‘dibedakan' de-
-ngan ‘kata akhlak mulia; kepnbadl-
an;: keterarnpilan (pasai 1 bunr L UU
stdiknas) s 5.

-Berdasarkan urajan: dx atas, dnsan
Indonesia Cerdas dan Ko_mpetztzf yang
akan dibenruk oleh Departemen Pen-
didikan Nasional dalam kurun wak-
1120052025 secara ' kenseptual
maupun secara realitas bertentangan

‘dengan insan yang diamanahkan oleh

konstitusi -dan UU Sisdiknas. Kare-
na-itu sejak tahun 2005, Komist X
‘DPR telah mengkritisi hal tersebut
dan mendesak agar penjabaran visi
dan misi itu diperbaiki. Bahkan FPG
di-Komisi X DPR mengajak agar
:Depdrkrzm bembali ke jalan yang be-

nar, yaitu setia dan taat kepada kons-

{ mmcsmvxmmwms wm

Z;ﬁ__titus; dan undang—undang yang Sll‘

.;..dah_"men}adl konsensu '_nasmnal

‘ara. Paka pendidzkan, bl-— ':'.Bahwa kata cerdas dan komi:)ctmf 1tu.i_". S

berkembangnya potenS!- 5 an fest

'-f-saja”mcngcrunakan 1stﬂah atau konu"' |
“sep itu; ranpa | terlalu temkat dengan.f .
: aturan-aturan yancr ada.’: Rt

-Selam itu ‘tentu juga pedu diperta-
nyakan secara kritis, mengapa Restra
Depdiknas harus berbeda secara kon-
septual ; dcngan Restra Pendidikan
‘Nasional ‘yang - dzsusun bersama de-
ngan @cpmrt\,men Agama Kami ya-
kin: Departemen Agama pasti tidak
akan menyetujui Restra Depdiknas
yang mencantumkan penjabaran visi
‘dan‘misi Depdiknas yang tidak mem-
bunytkan “frase iman, “takwa dan
akhlak mulia icu sebagaimana dalam
UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Mes-
kipun Depdiknas berambisi memba-
ngun -Insan:Cerdas dan Kompetitif,
narnun ternyata dalam Restra Diknas
dan Restra Depdiknas, tidak terurai-
kan dengan baik substansi pendidilan
khusus bagl warga negara yang me-
miliki potensi kecerdasan dan bakat
istimeva fidak rerumuskan’ dengan

baik, pada hal diarnanahkan oleh UL




: SiSdikﬂas (pasal 5 ayar. 4 “dan ;:pﬁ_S_&i
32 ayat 1. UU Sisdiknas): Hal yang
ama juga erjadi - pada. subsransi
n Layanan Khusus, Pen-

rearaf internasional dan

| dmgaﬁba'kdaiamRestkaﬂasdaﬁ
Restra Depdiknas, Hal ini berakibar
pada tidaladanya pelembagaan yang
baik, terhadap subsransi rersebur j
atas, sehingg& tidak lahir program,
kegiatan dan anggaran yang mendu-
#i{&ngo gy R B 4

Demikian juga ridak {ergambar sama
sekali kaizan . antara - peningkaran
kecerdasan dengan-lavanan #eschag-
an. :.ps:im_a,_ tertitama: permenuhan gizi
.pc_s&:__fta_-_d_idik_ untuk menjadi sehar
sesual .dengan tujuan. pendidikan
nasionali Potensi peserta didik hanya
alan barkemban‘g secara malsimal
jika -didukung oleh fnpur malkanan
yang bergizi baik. Dengan demikian
kualitas sumber ‘daya manusia In-
donesia akan tertinggal jauh dan -
dak. akan memiliki daya saing jika
pendidikan ridak didukung oleh la-
yanan kesehatan yang prima. Justru
itw pemenuhan anggaran pendidikan
sebesar 20 % dari APBN dan 20 %
dari APBD harus mencakup juga
perbaikan gizi dan layanan kesehas-

lidikan berbasis keunggulan fo-
emuanya iru:tidak terakomodasi e o
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-an pada-peserta didik. Artinya’seti-
ap satuan. pendidikan harus: disereai
dengan pusat layanan keschatan.

Standar Nasionsl Pendiciian

diwakili oleh . Deépartemen, Pendidilk-
-an Nasional iy, ialah menenrulkan

Tugas:yang-kedua Pemeriniah. “yang

standar . nasional pendidikan. (pasal
20:ayat 2 UU  Sisdiknas) yang. di-
singkat SNP. Tugas ini tidak ‘bisa
diserabkan kepada sebuah badan in-
dependen yang saar ini bernara:
“Badan Sqandar Nasional Pendidik-
an” yang disinglar “BSNP”, Badan
ini dalam konsep Mendiknas, i+ seo-
lah-glah tidak dapat “disentnk” oleh
siapa pun juga karena diposisikan
sebagai lembaga mandiri acan inde-
penden. Tampaknya Depdiknas sa-
leh- menafsitkan substansi pasal:35
ayat 5 ULJ Sisdiknas dan penjelasan-
nya-: Pengembangan standar nasio-
nal pendidikan serta pemantanan pe-
laporan pencapaion secara nasivmsl
diluksanakan oleh suzn badan soan-
dardisass, penjamin, dan pengendal
mutis pendiditan”. Penjelasan pasal
inl: “Badan standardisasi, penjamin
dan pengendal muru pendiditan ber-
sifat mandiri pads tinghot nasional
dan propinsi”.
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: -"_:"Depdiknas salah menaf51rkan f;:ase-f.;
_'.bersxfat mand1r1 yang: ada dalam_
| __'pexi}__ asan itu; pada haly yang. chmak—_'

| sud dalam pen)elasan i adalah man-

'ada'::tmgkat nasmnal dan man—-' : -t
oo dink i T ins -”_'_'Selam 1tu banyak substansx dalam';:-_------ e

s ftafsuan _1mlah yang melahirkah;BSNP &
| '_--:'dalam: ?Peraturan Pemermtah No 19'-

* tahun 2005 tentang; Standar Nasm—

- ‘nal i’end,adikan, ‘yang: diberi tugas

dan. kewenangan - membcntuk Stan-

dar Nas;onal Pendidikan (SNP)

Sejak 1ah1rnya RQNT) dan terbcntuk-_

nya PPSNP:itu, Komisi XDPR,
tidak pemah menganggap  ‘mahluk’
ity sesuai UU Sisdiknas, dan bah-
kan mendesak Pemerintah/Depdiknas
agar merevisinya. PPSNP telah me-
lahirkan ketegangan yang berkepan-
jangan antara. Komisi X. DPR de-
ngan Mendiknas terutama yang ber-
kaitan dengan ujian nasional karena
secara - regulatif tidak tepat yaitu
menempatkan BSNP ‘sebagai pelak-
sana. Hal ini juga diakibatkan oleh
kesalahan dalam menafsirkan pasal 58
ayat 2 UU Sisdiknas, yang menga-
tur tentang ‘evaluasi peserta didik,
satuan pendidikan dan program pen-
didikan yang dilakukan oleh lemba-
ga mandiri secara berkala, menyelu-
ruh, transparan dan sistemik untuk
menilai pencapaian standar nasional

pendzdlkan Pasal mi tidak berkalt~ .'
an’ dengan cvalua31 hasﬂ bela)af pe-

serta: dldik karena hal ini diatur pada

'.:'pasal 58 ayat 1 UU S;sdlknas

_PPSNP ity yang, udak sesuai dengan
uu Slsdxknas dan bahkan ada pasal” -
_.'yang ‘bertentangan satu. dengan lain-"
‘nya. Agar Komisi X DPR dengan'

Depdiknas tidak mengalami kete-
gangan terus mencrus, maka sebaik-
nya memang PPSNP ini direwsz un-.
tuk mengharmonis dan- mensinkron=
kan dengan UU Slsdlknas, karena
PPSNP itu telah smemiliki fcacar
bawaan” yang serius. Hal ini sangat
terasa bagi tim penyusun standar isi,
proses, kompetensi- lulusan, tenaga
kependldlkan, sarana -dan. prasarana,
pengelolaan, pembiayaan dan penilai-
an-pendidikan. Drafi standar nasio-
nal pendidikan (SNP) yang dibuat
oleh BSNP itu ternyata lebih tepat
disebut sebagal karya ilmiah tentang
standar nasional pendidikan, karena
selain terlalu tebal, rinci, rumir, juga
sangat kualitatif dan tidak - terukur.
Dengan demikian SNP itu sulic men-
jadi standar yang mudah terpakai.

Sesungguhnya pembuatan standar
nasional pcndidikan iru adalah tugas
dan tanggung jawab- Pemnerintzh atau




Depdlknas sesuai. dengan pasal 50
ayat 2. UU Slsdlknas Badan ‘inde-

R penden yang d;maksz,d dalam pasal _

35 ayat 3 UU Sisdiknas iru’ “hanya-
ek untuk pengembangan SNP, pe-

" mantauan dan pelaporan pencapaian-
nya secara nas;onai “Artinya. badan_
mdependen it bukan untuk mem-

buat- standar nasmnai pendidlkan

Hak Warga Negara dzm Wa;ib

Belajar

Dalam pasal 31 ayat’ (1) UUD 1945
(Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia 'T"JEU** 1945) dite-
tapkan bahwa setiap warga negara
berhak memperoieh pendidikan. Bah-
kan setiap - warga negara- Indonesia
wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya
(pasal 31 ayar 2 UUD 1945). Hal
ini- menunjukkan bahwa Indonesia
mengakui pendidikan sebagai hak
asasi manusia yang harus ‘dipenuhi
oleh negara, UU Slsdiknas, menje-
laskan bahwa setiap - ‘warga negara
berhak memperoleh pepdadzkan yang
bermutu, yaitu pendidikan yang
membuat peserta didik secara akeif
mengembangkan potensi dirinya
untuk menolong dir, masyarakat,
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bangsa dan negaranya. Juga . senap
warga negara. bcrhak mendapat pen—l
didikan seumur hidup: (pasal:5 ayat
1 dan 5: UU S1sd1knas) Demzkzan

__Juga warga negara Yaﬂg memlhki..

kelaman fisiky: ‘emosional, mental

-mtelektual dan/atau sosial" serta warga_
‘negara yang memiliki potensi kecer-

dasan dan bakat ‘istipnewa " berhak
memperoleh pendidikan’ khusus
Sedang: ‘warga- negara di-dacrah | ter-
pencil atau terbelakang serta ‘masya-
rakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan iayanan
Khusus. Kedua hal ini ternyata ti-
dak tercantum dengan baik dalam
Restra - Pendidikan Nasional - dan
Restra- Depdxknas

Departcmen Pendidikan Nasional
wajib memfasilitasi pengembangan
potensi-diri warga negara itu, baik
melalui jalur formal maupun melalui
jalur non formal. Sejak usia dini
pemantauan terhadap potensi diri
peserta didik ini harus sudah dilaku-
kan dengan cermar dengan memberi
suasana pembelajaran yang memung-
kinkan porensi ity berkembang pe-
sat. Hal ini merupakan salah satn hak
peserta didik yang harus dipenuhi
oleh pemerintah, yaitu hak menda-
patkan pelayanan pendidikan sesuai
dengan bakat, minac dan kemampu-
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:ﬁ:armya ];ka hal ini terpenuh1 maka . o
Indonesia yang. memlhks. potensz_-

dari 200 ]uta leblh penduduk Indo-
_ - d;peroleh banyak blbit
:.uncrgul dziiam_ berbagai. jenis- b;dang

o nesm :

Trulah seba.bnya pese;.ta dld;k"‘-yang_

".berprcstam tapi orang tuanya: tidak
-mampL: membxayal pend1d1kan ber-
‘hak. mcmperoleh beasiswa.: Bahkan
peserta-didik yang orang tuanya ti-
dak’ mampu.membiayainya; berhak
~mempgroleh biaya pendichkan (pasal
12 ayat -1 huruf-c-dan.d)...

‘Hingga saar ini hak-hak warga nega-
ra: dan. hak—hak peserta didik belum
terurus dan belum terpenuhi sebagai-
mana mestinya. Pendidikan. khusus
untuk anak. Indonesm yang.-merupa-

kan. pendidlkan bagi warga negara dan

ga; llmu, teknolog1,_' :
tanian, perbankan, bi-.se ng'berada pada aba

| mkra'i --v}lrausaha, dan banyak_lagl) oal

~mampu-
kejuaraan. -

palagl Pendadzkan khusus bagi : anak o

mmewa bo-.

kecezdasan dan ba.kat is

leh dlkatakan sama’ sekah i)eium ter—' _

Ienggara Pada hai dewasa ini. kita _

;ﬁ_zewa Abad

ini akan didommas; “oleh pesamya'

_perkembangan ilmu dan teknologi di
segala bxdang Bcrbagai negara bang-
'sa terus mencari. dan mengembang«-
kan. anak«anak mudanya yang memi-
Jiki. potensi kecerdasan ‘dan. bakat
Listimewa, untuk mencapa prestasi

maksimal. Persaingan bukan. saja

~dalam bldang ilmu :dan tcknologi,
tetapi juga. dalam bidang olah raga

dan seni. Indonesia butuh. ralenta
(senlman, olahragawan/atht, ﬁmuwan, _
teknolog -dan . banyak. lagi) - untuk
menang dalam berbaga1

‘peserta didik yang memiliki tingkat . -

_kesulitan dalam ‘mengikuti proses
~pembelajaran karena kelainan fisik,
_emosional, mental, dan sosial belum
_terlaksana -sebagaimana mestinya.
Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas) baru menyelenggarakan
Pendidikan Luar Biasa (PLB) bagi
yang memiliki kelainan fisik. Sedang
yang memiliki- kelainan emosional,
mental dan sosial belum terselengga-
ra sehagaimana mestinya.

Pendidikan bagi warga ﬁégara atéu
peserta didik di dacrah terpencil atau

terkebelakang, masyarakat adat yang

terpencil dan/atau mengalami benca-
na alam, bencana sosial dan tidak
mampu dari segi ekonomi, juga be-
lum terselenggara sebagaimana mes-

‘tinya melalui pendidikan layanan

Khusus. Hingga rahun 2006 yang lalu
Depdiknas belum memberi perhat-
an baik secara konsepsional maupun




L secara L kelembagaan dan’ pendanaan

yang cukup,;- terhadap pendidikan

khusus ini. Dengan'’ demikl»

m'.ﬂslh.terdapat d;sk:}.miﬂaﬁ Yaﬂg

warga negara ‘untukr memper«

_ 'f"oieh" pendxdxkan yang bermutu

| "'Selam pemenuhan’ hak Warga negara
) yang diuraikan d1 atas; ‘maka - perin-
‘tah UUD:1945 yang kedua (pasal 31
ayar’2) yang juga sudah dijabarkan
“dalam UU- Slschknas adalah- waij
"‘%eiajar bagi setiap watga negard yang
‘biayanya wajib: disediakan ‘oleh: pe-

merintah. Undangundang Slsdiknas

"'menctapkan bahwa'setiap warga ne-

gara'yang berusia’ wjuh sampai de-

ngan lima belas tahun wajib mengi-
‘kuti pendidikan ' dasar ‘(pasal 6 UU
Sisdiknas). Justru ity Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terseienggara~

‘nya pendidikan bagi setiap warga
‘negara yang berusia wjuh sampai lima
“belas tahun ' iru. Bahkan Pemerintah

dan Pemerintah Daerah wajib mem-

berlkan layanan dan kemudahan ser-

ta menjamin’ terselenggaranya pendi-
dikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi (pasal 11

UU Sisdiknas). Bahkan Pemerinrah

dan Pemerintah Daersh harus men-

jamin terselenggaranya wajib belajar

kup_ besar cialam memenuhx hak._.
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‘minimal- pada’ jenjang pendidzkan
dasar tanpa memungut’ biaya. Wa-
jib: belajar merupakan tanggung ja-
‘wab negara yang diselenggarakan oleh
_-lembaga pendidikan: Pemermtah Pe-

merintah” Daerah; dan’ miasyarakat

-(pasal 54 UU Sisdiknas). Hxngga éaat
inis Depdzknas ‘dan Pemermtah Dae-

rah serta Depag (Departemen Aga~

ma) belum “secara konsepsmnai ke-
lembagaan dan danayang cukup (se-

kitar Rp. 65 trliyun) untuk melak-

‘sariakan dan ' menuntaskan’ pendidik-
an dasar bagi 41 juta anak Indonesia

yang berusia 7 s/d 15 tahum ¢ =

Sejak dicanangkan program: wajib

:pada tahun 11994, hmgga kini: rar-

getnya “tidak  pernah - tercapai.

Penuntasan wajib belajar tidab mung-

#in-dicapai-dengan hanya mengguna-
fean ]alur pendidikan formal saja; te-

tapi juga harus menggunakan pends-
dikan nonformal, serta pendidiban

kpusus dan pendidikan layanan bhu-
sus.” Depdiknas dan- Depag harus
memiliki data yang akurat ‘tentang
jumlah sekolah baru yang harus di-
sediakan dan sekolah lama- ‘yang
direhabilitasi berdasarkan kondisi

‘berar, sedang dan rmgam. Perbaikan

sarana dan prasarana juga harus di-
dukung oleh ketersediaan dan diseri-
busi guru. Jumlah guru yang hanya
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o _2 7 juta pada selurt_h jenjang (SD

:‘-_SMP SMA): dengan sebaran yang.

amanah UUD 1945 dan Ju Smdik-_{ _. : __: i

5 sangat"luas dan_mdak merata mcru~_' bk

umiah. yang tidak memadai

eserta_ :

: sis.w.a éz J.:enjan'g SD dan SMP &

Depdxknas dan Depag harus menam—-. '

bah jumlah guri dan mengatur pola
distribusi guru yang. harus-didahu-
hui pcmbuatan peta keburuhan dan
distribusi ‘guru. Hal ini sudah beru-
lang kalizdiminta DPR RI melalui
omisi 3 terutama oleh Fraksi Par-
tai Golkar, tetapi hinggai.saat ini
belum dilakukan secara optimal.
Hingga  saat-ini- masih “banyak pe-
serta didik dan orang tuanya’yang
dipungut pembayaran meskip.un. Ko-
misi- X DPR - yang dimotori ‘oleh
FPG - memperjuangkan: pelaksanaan
pendidikan-dasar gratls; yang dimu-
lai dengan program BOS (Bantuan
Operasional Sekolah (2005). Ternyara
hal ini = sistem yang dibangun.itu,
ternyata belum dapat menghilangkan
pungutan kepada orang tua murid
yang dilakukan atas kerjasama Ke-
pala-Sekolah dengan Komite Seko-
lah. Upaya membuat pendidikan dasar
betul-berul gratis harus terus diper-
juangkan rerus, karena it adalah

_Berdasarkan kenyataan bahwa hmgga?"'.' 2
saat: ini: jumlah ?utus sekolaw, cukk.p'--_-.

i '-_-'banyak dan daya tampung yancr Ters SR
:_ _'-:batas aklbat pertambahan }umlah;-'__-_'_'
'_penduduk dan belum- mak:;imalnya_}'_::'-"-' :
'--program keluarga. berencana, maka

program Wajib belajar: melalui jalur. -

pendxdﬁ{an non formal, harus men-
jadi pilihan. Pendidikan non. formal.
memiliki kelebihan yang tidak dimi-"
liki.oleh pendidikan formal ‘seperti
aspek fleksibilitas, yang di antaranya
dapat diselenggarakan pada wakeu
yang disepakati-dengan meng gunaksm
fasilitas sekolah “formal di sore hari
atau’dengan fasilitas yang lebih se-
derhana. Dengan kelebihan yang di-
miliki pendidikan non formal untuk
menuntaskan program wajib belajar,
sudah selayaknya: pendidikan non
formal memperoleh dukungan poli-
tik. Demikian juga pendidikan khu-
sus dan pendidikan layanan khusus
harus  diperkuat dan diperbanyak
untuk menampung warga negara yang
harus mengikutl wajib belajar.

Perencanaan Penuntasan Wajib Bela-
jar harus juga dibarengi dengan peren-
canaan yang sistematis peningharan
jumbah dan mutu serta kesejahtera-




‘an gurn sebagalmana yang diatur-da-.

lam Undang—Undang No.14 Tahun
' 2005 Tentang Guru dan Dosen
(UUGD) ‘Masalah’ ‘gury: bantu dan

kekurangan dan distribusi guru teru-
- tamadi-daerah tcrpencd dan daerah:

_konﬂlk hmgga saat-ini belum terpe-
.' cahkan. Setiap: tahun: ada sekitar
30.000. guru PNS dannon. PNSyang
akan pensiun atau beralih- tugas. Jus-
trwitudiperlukansguru yang baru i~

dak kurang dari 40.000 setiap tahun,
baik dengan mengangkar sebagai PNS
maupun dengan sistern kontrak, sere-
lah berstatus sebagai guru profesional
(sudah terkualifikasi dan tersertifikasi).
Sayang sekali dana yang sudah disedia-
kan‘dalam APBN 2006 sebesar Rp.
32,8 Tiliyun lebih untuk sercifikasi
~ 20.000.orang guru menjadi hangus,
karena program itu sama sekali ridak
dijalankan dengan alasan yang kurang
masuk akal, yaitu :belum ada peraturan
pemerintah yang mengatur pelaksana-
annya. Dengan demikian dana unwuk
tunjangan profesi bagi guru yang su-
dah terkualifikasi dan rersertifikasi un-
tuk 20.000 guru ity, sebanyak Rp.
361 milyar terancam rtidak akan ter-
pakai. Tentu saja ada 20.000 orang
guru yang kecewa berar, karena rertun-
da dalam proses peningkatan mutn
dan tertunda dalam memperoleh tam-
bahan kesejahteraan.
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Sesungguhnya Undang—Undang ten:
tang guru'dan dosen. - telah’ menga-:
manahkan -agar -kesejahteraan - guru
segera-ditingkatkan melalui. tunjang:
an: ﬁ.mgsxonal tunjangan profesi dan-
maslahat ambahan: Bahkan dalam hal
tun;angan fungs;_onal_ dan maslahat
tambahan guru, UUGD. tersebut
memerintahkan agar dilaksanakan
sejak undang=undang itu diundang-
kan (pasal 80 UUGD). Namun hing-
gasaat ini hak guru yang seharusnya
sudah diperoleh belum dapat dinik-
mati- oleh guru akibat Depdiknas
(apalagi Depag) tidak membuar ‘pe-
rencanaan yang baik untuk merea-
lisastkannya. -

Rancangan Peraturan Pemerintah ten-
tang Gura (RPP Guru) yang meru-
pakan -aturan pelaksanaan UUGD
masth perlu diperbaiki agar berpihak
kepada guru. PP Curu (dan PP
Dosen) harus memperhatikan suara
pemangku kepentingan (stabeholders)
agar RPP guru itu sesuai dengan
semangat dan jiwa UUGD. Kesejzh-
teraan guru yang dalam jabatan harus
didahulukan, kemudian baru di-
kualifikasi dan disertifikasi agar men-
jadi guru atau pendidik yang profe-
sional. Untuk memenuhi kualifikasi,

sertifikasi dan kesejahteraan guru di

SD, SMP dan SMA iru sclama wale-




B ”-‘Memajukan Ilmuwda_n |
o Teknologi iy

nologi, ‘dengan ‘menjunjung tmgg;
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban dan. ke-
sejahteraan -umat manusia: (pasal 31
ayat:’S - UUD .1 945). Hal:ini :meru-
pakan amanah UUD 1945 yang ke
lima, dan karena itu menjadi tang-
gung jawab negara, bukan saja un-
tuk memaj ukan ‘peradaban dan leese-
jahteraan ; masyaraka}:, _tetapi juga
untuk menjadi bangsa bermartabat

dalam pergaulan internasional.

Hingga saat ini Depdiknas ~belum
memiliki pera tentang jumlah dan jenis
keahlian yang harus dihasilkan oleh
dunia pendidikan dewasa ini dan masa
yang akan datang, untuk memajukan
kesejahteraan atau menghilangkan
kemiskinan. Fal ini tentu berkaitan

- '_'tu 10 tahun, makcs. dkperlukan ang—}:
B '_"'.garan sekitax Rp 72 trﬁyun Anggar- -
ntu sudah tefmasuk sebagl—-___

Permtah UUD 1945 yang ke iima:
yang harus dllakukan oleh Pemerin-
tah ialah memajukan ilmu dan tek-

_._:.jumm;_¢s,'1-_¢1_-;;-..y_o'1';-.;;;\';'/ij5¢.,@1§3;1;:&z__o'a_g;_._-:.ﬁg,.-.;.z_'_z__ B v

}uga dengan pemetaan bzdang iimu, B
'._teknolagl dan seni yang. harus dikcm—- o
‘bangkan oleh satuan. pendzdikan
menengah dan satuan pendid;kan;':_"_ i
____'____:_ungg1 Dengan demlklan sukar seka-

. li‘diukur kemajuan_ pengembangan__':__:'_'_"'_1__:_"'" .
. _ﬂmu dan. tcknologx dan pengembangan_-: g
_.'keahhan yang: dlmlhkl dan akan di-. SO
1-';m1hk1 serta. dana yang dlperlukan et
£ Depdxknas dan Depag belum punya
- visi, misi dan strategt - dalam. melak-

sanakan perintah pasai 31 ayat- (5)

UUD 1945 tersebut

UU Slsdiknas juga mcngamanahkan
kepada Pemerintah Daerah ‘melalui

kebijakan nasional pendidikan yang

menjadi tanggung jawab menteri

untuk mempertemukan sumber daya
alam dengan sumber daya manusia,
melalui mengembangkan pendidik-
an yang berbasis keunggulan lokal.
Dalam hal ini Indonesia’ harus ‘me-
miliki misalnya ¢ Sekolah “Kejuruan
Lebah Madu, Sekolah Kejuruan Ja-
gung, Sekolah Kejuruan Rumput laut
dan banyak lagi yang scsuai dengan
sumber daya alam lokal yang terse-
dia. Bahkan hal ini dapat ditingkat-
kan pada jenjang pendidikan tinggl,
baik program diploma maupun se-
kolah ringgi. Di Amerika Serikat
misalnya, terdapat tidal kurang dari
empat Sekolah Tinggi Lebah Madu.




._ : :Hal _:i_inl dapat mempercepat ‘penye- -
~rapa tenaga kerja, membendung arus -
K .""urbamsasz dan menghidupan ckono-

‘mi lokal,. schingga kesejahLeraan
' _masyarakat dapat chcapai

| Sciam i pengembangan zlmu dan >

: teknologi terapan juga. harus juga
sinkron dengan pengembangan indus-
el di Indonesia: Hal ini cukup mems-
prihatinkan karena. program pe-
ngembangan ‘industri ridak sinkron
dengan program - pengembangan
Ipteks yang ada di Departemen pen-
didikan, maupun pengembangan yang
dilakukan oleh perguruan tinggi yang
tersebar di seluruh Indonesia. Komisi
" X DPR sudah mengambil inisiatif
unatk mempertemukan para pejabat
di Departemen Pendidikan Nasional
dengan ‘Departemen Perindustrian,
Departemen Agama, Departemen
Perdagangan dan Kementerian Ris-
rek. Dengan keadaan yang mempri-
hatinkan di atas maka sulit sekali
terjadi keterkaitan antara pencemm
bangan SDM di perguruan tinggi
dengan pengembangan sekror indus-
uri di Departemen Perindustrian. De-
mikian juga pengembangan SDM di
perguruan tinggi dengan pengembang-
an sektor pertanian misalnya di De-
partemen Pertanian. Hal yang sama
terjadi juga pada sekior yang lain.
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Penutup

-Meslqpun keszakan nasmnai pendx—

dlkan dan standar nasional: Dendidik—

‘an untuk ‘menjamin mutu pendidzk—

an nasional belum sepenuhnya se}aian
dengan.UU Sisdiknas, namun harus
diakui bahwa peran serta masyarakat
telah mendorong lahirnya sc:jumlah
satuan pendidikan yang baik. [Demi-
kian juga dedikasi para pendidik se-
lama ini, telah berhasil § juga mengha—
silkan satuan pendidikan dan lalusan-
nya yang bermuru dalam acti peserta
didiknya secara akif mengembangkan
potensi dirinya. Demikian ada sejum-
lah satuan pendidikan yang memenuhi
syarat untuk dikembanglkan menjadi
satuan pendidikan yang berearafinger-
nasional. Harus juga diakui dengan
jujur bahwa ada sekitar 10 % saruan
pendidikan yang sudah dapat dikata-
kan memenuhi standar nasional pen-
didikan, sehingga ada sekitar 10; juta
peserta didik yang sudah mengalami
proses pendidikan yang baik dan ber-
mutu. Hal ini menunjukkan bahwa
jika dilihat dari segi jumlah peserta
didik yang bermutu pendidikannya,
tentu tidak kalah juga dengan jumlak
peserta didik yang bermutu di nega-
ra-negara tetangga.

Kebijakan nasional pendidikan dan
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'_:yang menjadl t un;
o _diknas, memang mas’i'

Peramran Pemermtah agar mengikat
~ semua pihak. Smkromsas1 itu diper-
lukan agar program dc._ﬂ kegiatan dapat
berjalan di jalur yang benar dan mem-
peroleh dukungan anggaran dari De-
partemen Keuangan bersama dengan
Bappenas Hal ini harus didukung oleh
birokrasi yang kuat, jojur dan
dedikarif serta memahami paradig-

_ ma baru pendidikan nasional dan
crampis menjabarkanaye. dalam b

hasa anggaran yang (epat.. . oo

Penjabaran.__:.};;:bij;i%an :.n_a;s_ibnal .pen; =

didikan dan standar nasional pendi-

'gram ._'dan '.kég'iamn' 1mplementamf L
memang belum terwujud, meskipun

U Sisdiknas sudah berusia tiga ta- .

hun lebih. Hal ini disebabkan kare-
na semua regulasi peadidikan nasio-
nal yang berparadigma baru tidak
dihayaii dengan baik oleh pejabat
birokrasi terutama pada pada esclon
dua, tiga dan empat. Bahkan ada
pejabat eselon satu dan jajaran pe-
rencanaan yang kuraﬁg faham t&r}mng

kslt_a’b __ sucmya_ _um;,i{ _dumpiemema—

.. sikan dalam bahasa anggaran. Hal int

merupakan masalah serius yang ha-

_rus diatasid

“aran seb: __galhwu}ud adanya pzowf" SR






